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Dasar Hukum Bantuan Hibah dari
APBD Prov. Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Maksud Pemberian Hibah

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah  Daerah sesuai urgensi dan
kepentingan  daerah  dalam  mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
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Obyek Penerima Hibah

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Lain

BUMN atau BUMD

Badan dan Lembaga [pergub 40/2016 Pasal 5 Ayat (6) Huruf c]

Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia
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Kriteria Pertanggungjawaban Hibah
Berupa Uang

penggunaannya sesuai dengan kegiatan dalam
NPHD dan RAB

dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran
vang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan

apabila terdapat sisa anggaran harus disetor
ke Kas Daerah Prov. Jawa Timur

tepat waktu



SISTEMATIKA LPj HIBAH

Surat Pengantar Laporan Penggunaan Hibah kepada Gubernur
Jawa Timur

Pakta Integritas Hibah (copy dari Proposal)
Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Berupa Uang

Copy NPHD dan RAB yang disetujui (Adendum RAB jika terdapat
perubahan)

Copy KTP dan Biodata Penerima Hibah

Copy Rek. Hibah (halaman Identitas, halaman pengambilan uang,
dan halaman saldo akhir dana hibah)

Laporan Realisasi Hibah (Penandingan RAB dan Realisasi)
Buku Kas Dana Hibah (Kas Bendahara dan Kas di Bank)
Bukti Transaksi yang Sah
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Sudah Terima Dari

Sejumlah Uang

Untuk Pembayaran

Bendahara TK Dharma Wanita Tulungrejo Dusun Sidodadi RT 01
RW 01 Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

Dua Rotus Tujuh Belos Ribu Rupioh

pembelian Bahan belajar anak

[ Jumizn Rp 217.000 |
l
Binangun. 16 Agustus 20:
Penerima
d o
Mengetahui Lungs Dibgyar. 16 Agustus 2017

Kepala TK Dharmawanita

Tulungrejo 02

MARIA DANAIEL, 5.Pd
MIP.

Bendahara TK Dharmawanita
Tulungrejo 02

WATINI, 5.Pd
MNIP.




Bea Meterai

Obyek dan Tarif Bea Meterai
Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-Undang Bea Meterai, yang
dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Obyek Bea Meterai

=

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang

dibuat dengan tujuan untuk digunakan

sebagai alat pembuktian  mengenai

perbuatan, kenyataan atau keadaan yang

bersifat perdata.

Akta-akta Notaris termasuk salinannya.

Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-

rangkapnya.

Surat-surat yang memuat jumlah uang :

a. Yang menyebutkan penerimaan uang

b. Yang menyatakan pembukuan uang
atau penyimpanan uang dalam rekening
di Bank

c. Yang  berisi pemberitahuan saldo
rekening di Bank

d. Yang berisi pengakuan bahwa hutang
uang seluruhnya atau sebagiannya telah
dilunasi atau diperhitungkan

Tarif Bea Meterai
Rp. 6000.-

=

Rp. 6000.-
Rp. 6000.-

Berdasarkan batas harga nominal :

a.

b.

Sampai dengan Rp.250.000,-
tidak dikenakan Bea Meterai.
Lebih dari Rp.250.000,- s/d
Rp.1.000.000.- dikenakan Bea
Meterai Rp. 3000,-.

Lebih dari  Rp.1.000.000,-
dikenakan Bea Meterai Rp.
6.000,-



Siapa yang Menanggung Bea Meterai?

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Pasal 6

Bea Meterai terhutang oleh pihak vyang
menerima atau pihak yang mendapat manfaat
dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak
vang bersangkutan menentukan lain



Contoh Bukti-Bukti
Pertanggungjawaban

a. Bukti Pembelian Barang




b. Dokumentasi Pekerjaan Fisik

i. Dokumentasi Pekerjaan
0% s.d. 100%



ii. Dokumentasi Pendukung
Bahan dan Peralatan




. Dokumentasi Pendukung
Pengukuran




Contoh Buku Kas Umum Sederhana

FO1

BUKU KAS UMUM

Mama Sekolah e e | Formulir BUS-K3
Desalkecamatan - ... Diisi oleh Bendahara
Kabupaten e e e e e I Dizsimpan di sekolah
Provinsi e e e e e

Penerimaan Pengeluaran Saldo
{Debit) {Kredit)
1 2 E] 4 5 6 7

Tanggal No. Kode Mo. Bukti Uraian

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara
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Contoh Laporan Realisasi Anggaran Sederhana

Merupakan laporan yang merinci
penggunaan anggaran menurut RAB
dengan realisasi belanja terkait.




Mari Diskusi
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